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KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 2. /KPTS/DPRD/2025
NOMOR : 54( /KPTS/ II /2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM,

. bahwa Nota Penjelasan Bupati Muara Enim terhadap

7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2025 yang disampaikan pada rapat paripurna VIII (Delapan)
masa rapat ke-4 (keempat) tanggal 14 Agustus 2025 telah
dipelajari, diteliti dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai tata tertib dan jadwal yang

telah ditetapkan;

. bahwa pada rapat paripurna VIII (Delapan) tersebut telah

dilaksanakan pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif
terhadap 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan
Bupati Muara Enim tentang Persetujuan Terhadap 6 (Enam)
Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Muara Enim,;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5871);

6. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk Hukum  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk Hukum  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian, dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi
Kematian Bagi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2019 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Nomor 10);

17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara
Enim  Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata  Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim dan Bupati Muara Enim Terhadap 6 (Enam) Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim

yaitu :

1. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang
Enim Menjadi Perusahaan Umum Daerah Lematang Enim.

2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serasan Sekundang
Menjadi Perseroan Terbatas Serasan Sekundang (Perseroda).

3. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan
Muara Enim Menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan

Muara Enim (Perseroda).
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4. Pelaksanaan  Penghormatan, Pelindungan dan  Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas.

N

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2025-2029.
6. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.

KEDUA :  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menyerahkan
sepenuhnya proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang
diusulkan oleh Eksekutif sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim yang telah disetujui bersama, selanjutnya ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Agustus 2025
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